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Skripsi yang berjudul ‚ Tinjauan KHI Pasal 30 Terhadap Penentuan 

Mahar  Oleh Calon Suami (Studi Kasus di Desa Sabiyan Kec. Bangkalan Kab. 

Bangkalan Madura)‛ ini merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan 

untuk menjawab pertanyaan bagaimana deskripsi kasus penentuan mahar oleh 

calon suami di Desa Sabiyan Kec. Bangkalan Kab. Bangkalan madura, dan 

Bagaimana Tinjauan KHI Pasal 30 terhadap penetuan mahar oleh calon suami di 

Desa Sabiyan Kec. Bangkalan Kab. Bangkalan madura. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dalam bentuk 

studi kasus tapi juga dengan melakukan kajian pustaka. Data penelitian dihimpun 

dengan cara mengamati, observasi, membaca dokumen terkait, wawancara dan 

memperlajari tentang‚Penentuan mahar oleh calon suami‛. Kemudian dianalisis 

dengan metode analisis deskriptif induktif, yakni menggambarkan data hasil 

penelitian, mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus  tentang Studi kasus 

penentuan mahar oleh calon suami ‛ kemudian dianalisa dengan menggunakan 

KHI Pasal 30. 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Kasus penentuan mahar oleh calon 

suami di Desa Sabiyan ini dilakukan oleh suami secara sepihak tanpa adanya 

kesepakatan dari pihak istri. Biasanya suami dalam menetukan mahar untuk 

calon Istrinya sangat sederhana dan kurang pantas. Peran istri dalam menentukan 

mahar di DesaSabiyan sedikit sekali, mayoritas wanita tidak ikut menetukan 

haknya, begitu juga dengan walinya. Kebanyakan dari mereka tidak mengerti 

tujuan dari mahar dan mereka juga tidak mengerti terkait haknya seorang 

perempuan dalam mengusulkan maharnya dan memeliki mahar secara mutlak.  

Dari pemaparan diatas, penulis menyarakan Kepada masyarakat Desa 

Sabiyan hendaklah lebih memperhatikan hukum perkawinan (termasuk mahar di 

dalamnya) menurut hukum Islam dan hukum nasional yang berlaku di Indonesia. 

Hukumadatataukepercayaanlokalbolehsajadipegangteguh, dengan catatan tidak 

boleh bertentangan dengan hukum  Islam, sebagaimana yang telah diajarkan 

dalam agama Islam pada umumnya. 

 

 

 
 

 

 

 

 


